


BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian.

Bari ®megil ketatanegsan, masalah Femerintahan Daerahb
merupakan =alah satu aspek strukivral dari s=suwuatu negara
sesual dengan negara sebagai suatu  organisasi. Fembagian
negara dalam beberapa daerah Frovinsi dan Kabupaten serta
Desa wvang merupakan organisasi pemerintahban terendah  di
negars kita. :

Adanya pembagian ini dimaksudkan wuntuk memudahkan pelavanan
magyaraknat dan mawsiuvdkan Jjaringan pegnerintahan wvanmg  tera-—
tur dan sistematis. Dasar hukum dari pembentukan  pemerin-
tahan di daerah ini adalah pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:

"Fembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan
kecil dengan memandang dan mengingakt dasar permusyas=
waratan dalam sistem pemerintaban megara dan  hak—hak
agal usul dalam daerah—daerah vang bersifat isti-
mawa'" .

Dalam penielasan pasal tersebut dinvatakan bahwa

"Dagrah Indonesia akan dibagi dalam dasrah  provinsi
dan dagrah provinsi akan dibagi pula dalam daerah wang
lepbih kecil. Di daerah—daerah yang bersifat otonom
lStreek en locale rechtsgemeenschaappen) atauw bersitat
daerah administrasi belaka, semuanva menurut aturan
vang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan isi dan jiwa pasal 18 UUD [94% bepserta penie=
lasannya seperti diatas, jelaslah bahwa adanya perintah
diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisa=si  di
bidang kertatanegaraan. Fasal 18 UUD 1945 ini menjadi  lan=
dasan pembentukan pemerintah daerah yang akan diatur dengan
undang-undang. Sebagai pelaksanaan dari pasal 18 UUD 1745,
pemerintah telah menbentuk undang=undang tentarmg pokak-—
pokok  pomerintahan di dasrsh. Semenjak  Indonesia merdeka
sampai sekarang ada beberapa undang-undang wang meEngatiir
tentang pemerintzahan dasrah antara laoin adalah

= Undang-Undang Ma. 1 Tahun 1545

— Undang-Undang Mo. 22 tahun 194E

= Undang—-Undang MNao. 1 Tahun 1757
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HASIL PENELITIANM

A. Desa Di EKecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.

Sebelum berlaku Undang-Undang MNo. 5 Tabun 1979 Feea-
matan Batipubh terdiri dardi 12 MNagari. Tetap:i kemudian
demgan berlaku Undang-Undang ®No. 5 Tahuno 1279, dengan
Feraturan Daerah Tingkat [ Sumatera Barat Mo. 7 Tabum L9861
telah terjadi perubaban yang fundamental bentuk pEmErinta-
han terendabh  vyang disebut Nagari tersebut. Magari telah
dipecah hkedalam beberapa buah desa, yang merupakan uwnit
pemerintahan terendah dewasza ini di Indonesia.

Di amtara 12 Nagari vang berads di lingkungan Kecamat-—
an Batipuh tersebut, Desa yang dijadikan sampel adalah desa
yang dulunya berasal dari Magari

L. Magari Buguk Malalo, telah dipecah meniadi de=a
Desa Baing

=

De=as Guguk

s De=a II Kota.

II. Magari FPadang Lawas Malalu, telabl dipecah menjacdi
desa:
1. Deza Tanjung Sawah

-

Z2. Desa Tangah XX

5. Deza Padang Lawas
4. Desa Rumbai.

III. Magari Batipubh Baruh, yang telah dipecah jadi desa :
l. Desa Kubwu Man W
2. Deas Kubu Ham IV

Desa Batang Badih

« Lubuk Bauk

bubu Kerambil

Fimcuran WII

Ladang Lawas.

Desa Subang Anak

F. Desa Batu Lapai.
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I¥. Magari Batipuh Atas, wyang telah dipecah menjadi Desa:
l. Dez=s Balai Mata Alr
2. Deoa Balai Sabuah
3. Desa Subarang Batipuh Atas
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A. kesimpulan.

Bertdsssrkan wuraian  dalam  bab-bab teordabulu, dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikul

= Szbelum berlaku Undang-Undang MNo. 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, di wilayah Indonesia terdapat aneka
ragam unit pemerintahan terendah, baik sebutan maupun
coralk pomerintahannya. Untuk Sumatera Baralt Peserinta-—
han terendah ity disebut dengan Magari. Nagar: sebagai
unit pemerintahan terendah biukarn semata—mata dibicara=
RN dari segl pemerinbtoban tetapi sekaligus juga dari
segl kKemasyvarakatan dan adat.

- Dengan dilaksanakannwva Undang=Undang Mo. 5 Tabun 197%,
urituk Sumaters Faral bard berlaku secara efekbif tamun
1741 dengan Feraturan Dasrah Timgkat I Sumatera Parat
Ma. 7 Tahuwn 1981 teriadi pervbahan yvang fundamentil
terhadap pemerintahan Magari, dan diganti denpan  dessa
mEnurdt kansepsi  Undang=Undang Mo, 2 Talhunm 1979,
Secala politis di Sumatera Barat telah berhasil  nen=
jadikan Korong/jorong  (dulunya unll pamerintahan
Magari) menjadi desa.

= Bag: kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Dator separti-
halnya wilayah Sumatera Barat lainnva pelaksanadn
Undang-Undang Mo. 3 Tahun 1579 telah membawa pEngarih
apakah dari segl pemerintahan maupun dari segili sosizl
budays.

- Mengingat institusi pemerintahan desa nerupakan beptuk
Institusi yang Dbaru di Sumatera Barat, maka dalam
pelakaanaan  Undang—-idndang Mo, 59 Tabun 1979 telah
menimbulkan permasalahan, apakah hal itu dari segi
penarintaban, pembangunan, administrasi dan kemogyaras-

katam.
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Terlepas dari permasalabhan di aAtdsE, suatu hal yang
cukup menggembirakan dengan pelaksanoan Undang—Undang
Mo. 3 Tahun 197% adalah terdapatnya uniformnitas sebu-
tan pemarintahan tersndah dan ditatanya unit pemerin-

Laharn terendah torsebut s=cara modoern.

Berdosarkan penelitian dilihat dari persyaratan ten=
tamg  Jumlah penduduk vang harus dinmiliki aleh  suatuy
desas  sebshagian  becar desa vang fditeliti  tegasnya
95,33 % bidak memsnuni syarat, dengan kata lain poten-—

51 penduduek pedesasn di Sumatera Barat sangat mindmn.

Deso sebagai suatu kesaluan masvarakat ternaswk masya—
rakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumabh  tangga
sendiri ataw dikenal dengan desa vang berotonom.
kontribusi FPendapzi asli Desa terhadap AFFED cﬁhup
tingoi.

Dalam bidang penbangunan, SEcara umum pembangunan wang
tardapat di pedesaan lebih merupakan pembangunan yano
berasal dari sektoral, AFBD Tingkat I dan 1T, o
khuswus dan sedikit pembangunan yvang dilakukan dengan
biaya anggaran dari Desa. FPembangunan yang dilakukan
oleh desa lebih bersifat ponbangunan dari  parblsipasi

masyarakoal dedga dengan menyumbangkan tenaga waroa.

FPartisipasi masyarakalt bukan hanvya datamng dari masya=
Fealkat wang bertempat Linggal di desa itu saja tetapi
Juga dari masyvarakat perantoavan. Hal itu terlibhat dari
didirikannva Yayasan Bandar Jauh. Yavasan inli bergarak
di bidang pembangunan, pendidikan  montal spiritoesl.
Suatu  hal wang menorik adalah Kepala Desa diberikan
hinorarium oleh Yayasan Gebegsar Rp. 3S00.000,- per
LTI RS

Fembongunan dengan Manungygal Sakato telsh bherhasil
menyarap Lenaga wyang cukup besar baik  berasal dari

ARBRI. KORPRI, Felajar, PEK dan anggota masyarakat
sendici.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

L. Jdeenlarta, R., SH. @ Bemeriptahan Daerah di Indonesia,

7

Jakarta, 1953,
Kamsll, C.5.T., SH. 1 Pokak-Fokok Pamerintaban di

rin _BDapr=
ahs Rksara Baruw, Jakarta, t.t

Konsal, C.5.T., SHM. : Desa Kita Dalam  Feraturan _Tata

Femerintaban [Dowa, Ghalia Indomesia. Jdakar-
ko, 1984,

Karta Saputra, G.. Dr=., R.B., SH., Belsy TH., . Cesa

Fenerbit FT. Bina Rksara, Jakartm, 1v8s,

Lubis, ZSBlly, .SH., : Forkembangan  Gards  Politik  danp
FPerundang—undangan _ Femerintatian  Pasrah,
Fenerbit Alumni, Bandung, 1985,

Magnar, kuntana, BH. : Fokok-Pokok Pemerintaban  Daerah
dan_Wilavah fAdministratif, Fenerblit Armnica,
Bandung, 19BZ.

Maschab Mashuri, Drs. : Si=s
Menurut ULID 194
Jakarta, 1393,

M _Pemerintaban di Indonesia
Fenerbit FT. bina Aksara,

e
=

=
1

Sandliajia, Momon Spetigna Dasah, Siahran., GH. ¢ Pakok -

Fokok Pemerintahan di Daserah dan Pemgrinbah—

o Fengembangan Pemegrintaban Nesa Sebagai Basis
Fembangunan  Masipnal Dalam  Rangke  Tingoal

Lanfas, Simposium. Universitas 17 Agusbos,
SeEmarang.



